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PENETAPAN

Nomor 191/Pdt.P/2021/PA.Una

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Unaaha  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Mamma bin Manno, tempat dan tanggal lahir Pangkep, 01 Juli 1963, agama

Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman

di  Desa Porara  RT 003/RW 003,  Desa Porara,  Morosi,

Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon I.

Renda binti  Padu,  tempat dan tanggal  lahir Pangkep, 01 Juli  1954, agama

Islam,  pekerjaan  Ibu  Rumah  Tangga,  pendidikan  SD,

tempat kediaman di Desa porara RT 003 RW 003, Desa

Porara,  Morosi,  Kab.  Konawe,  Sulawesi  Tenggara,

sebagai Pemohon II selanjutnya Pemohon I dan Pemohon

II telah memberikan kuasa kepada Edy  Franseda

Sembiring, S.H., M.H., Priska Faradisya, S.H., M.H.

Muhammad Firianto, S.H., Dwita Lestari, S.H. Nur Azizah,

S.H.,  Musliana,  S.H.  Adalah Advokat/Pengacara/

Penasihat Hukum  dari  Lembaga  Bantuan  Hukum

Hamonangan  Sulawesi  Tenggara  (LBH-HST) yang

berkantor  di  Jalan  Made  Sabara  No.  23  Kelurahan

Korumba,  Kecamatan Mandonga,  Kota  Kendari,

berdasarkan Surat  Kuasa  tanggal  1  April  2021  Nomor

44/SK/2021/PA.Una yang telah teregister pada tanggal 26

April 2021 selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan para

kuasa hukum disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon; 
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Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  para  Pemohon  dengan  surat  permohonannya

tertanggal 22 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan  Pengadilan Agama

Unaaha pada  tanggal  26  April  2021  dengan  register  perkara  Nomor

191/Pdt.P/2021/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah yang

menikah  secara  Islam  dengan  memenuhi  rukun  nikah  dan  tidak  ada

halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;

2. Bahwa Pemohon I  dan Pemohon II  telah melangsungkan Pernikahan

pada  tanggal  1  Juli  1983  di  Desa  Batara,  Kecamatan  Labbakkang,

Kabupaten Pangkep, di Nikahkan oleh Imam Beddu dan yang bertindak 

sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama

Padu,  sedang yang menjadi  saksi  nikah masing-masing bernama Azwar

dan Rasyid, dengan mas kawin berupa Sebidang tanah dan seperangkat

alat  sholat  yang dibayar  tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang

hadir;

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon

II berstatus Perawan; 

4. Bahwa  selama  pernikahan  antara  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  telah

berhubungan sebagaimana layaknya suami istri  (ba’da dukhul)  dan telah

dikaruniai 4 (Empat) orang anak:

4.1.  Haniah, Jenis Kelamin Perempuan;

4.2. Dahlan, Jenis Kelamin Laki-laki;

4.3. Rasmiati, Jenis Kelamin Perempuan;

4.4. Eni, Jenis Kelamin Perempuan;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan

tidak mempunyai istri/suami lain.

6. Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  tidak  ada  pihak  ketiga  yang

mengganggu gugat  pernikahan Pemohon I  dengan Pemohon II  tersebut

dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
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7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah

dan belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondoala, dengan

alasan  Para  Pemohon  tidak  tahu  bagaimana  prosedur  mendaftarkan

pernikahanya,  sementara  itu  para  Pemohon  sangat  membutuhkan  Akta

Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan keterangan waris,

yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah;

8. Para Pemohon bersedia membayar  perkara sesuai  dengan ketentuan

yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dali-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan

Agama  Unaaha  untuk  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I  (Mamma bin Manno) dengan

Pemohon II (Renda binti Padu) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1983

di Desa Batara Kecamatan Labbakkang, Kabupaten Pangkep;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya

permohonan  Itsbat  Nikah  tersebut  pada  tanggal  26  April  2021  untuk  masa

pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama

masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan

Agama  Unaaha sehubungan  dengan  permohonan  Pengesahan

Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir

sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi

dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah

mengajukan bukti tertulis berupa:
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 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7402210107630051, atas nama

Mamma,  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan

Pencatatan Sipil Konawe pada tanggal 09 Januari 2013, bermeterai cukup,

telah  dicap  pos  (nazegelen),  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  ternyata

cocok, dan diberi kode P.1;

 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7402214107540008, atas nama

Renda, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Konawe pada tanggal 09 Januari 2013, bermeterai cukup, telah dicap

pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi

kode P.2;

 Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7402211302080069 yang dikeluarkan

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe

pada  tanggal  15  Oktober  2018,  bermeterai  cukup,  telah  dicap  pos

(nazegelen),  telah  dicocokkan dengan  aslinya  ternyata  cocok,  dan diberi

kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di

muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Artiman bin Mustama,  umur 50 tahun,  agama Islam,  pendidikan SLTP,

pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Morosi, Kecamatan Bondoala,

Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon; 

- Bahwa saksi  tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon I  dan

Pemohon II, saksi hanya bertetangga; 

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk

mengesahkan pernikahannya; 

- Bahwa  saksi  tidak  hadir  sewaktu  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II

menikah, namun saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir; 

- Bahwa  orang  tua  terdahulu  di  kampung  tahu  kalua  Pemohon  I  dan

Pemohon II adalah suami istri; 

- Bahwa  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  menikah  di  Desa  Batara,

Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, pada tanggal 01 Juli 1983; 
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- Bahwa  yang  bertindak  sebagai  wali  nikah  adalah  ayah  kandung

Pemohon II bernama Padu; 

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam

bernama Beddu; 

- Bahwa  yang  bertindak  sebagai  saksi  nikah  pada  saat  terjadinya  ijab

kabul adalah Azwar dan Rasyid; 

- Bahwa mahar  yang diberikan Pemohon I  kepada Pemohon II  berupa

sebidang tanah dan seperangkat alat sholat dibayar tunai; 

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan mereka

dengan tata cara dan ajaran agama Islam; 

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II

berstatus gadis; 

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda

atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah; 

- Bahwa saksi  tidak  pernah mendengar  ada pihak lain  yang keberatan

atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II; 

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya belum pernah menikah

dan ini adalah pernikahan pertama mereka; 

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya

hidup rukun sampai saat ini; 

- Bahwa dari  pernikahan tersebut Pemohon I  dengan Pemohon II  telah

dikaruniai 4 (empat) orang anak; 

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum

pernikahan Para Pemohon penerbitan akta nikah para Pemohon serta

keperluan  lainnya  dan  juga  untuk  keperluan  administrasi  Pendaftaran

Haji; 

2. Syamsudin  bin  Sida  Abbas,  umur  39  tahun,  agama Islam,  pendidikan

SLTA,  pekerjaan  Petani,  bertempat  tinggal  di  Desa  Morosi,  Kecamatan

Bondoala, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon; 
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- Bahwa saksi  tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon I  dan

Pemohon II, saksi hanya bertetangga; 

- Bahwa Pemohon I  dan Pemohon II  menghadap di  persidangan untuk

mengesahkan pernikahannya; 

- Bahwa  saksi  tidak  hadir  sewaktu  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II

menikah, namun saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir; 

- Bahwa  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  menikah  di  Desa  Batara,

Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, pada tanggal 01 Juli 1983; 

- Bahwa  yang  bertindak  sebagai  wali  nikah  adalah  ayah  kandung

Pemohon II bernama Padu lalu dinikahkan oleh Imam bernama Beddu

dengan saksi yaitu Azwar dan Rasyid; 

- Bahwa mahar  yang diberikan Pemohon I  kepada Pemohon II  berupa

sebidang tanah dan seperangkat alat sholat dibayar tunai; 

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan mereka

dengan tata cara dan ajaran agama Islam; 

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II

berstatus gadis; 

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda

atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah; 

- Bahwa saksi  tidak  pernah mendengar  ada pihak lain  yang keberatan

atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II; 

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya belum pernah menikah

dan ini adalah pernikahan pertama mereka; 

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya

hidup rukun sampai saat ini; 

- Bahwa dari  pernikahan tersebut Pemohon I  dengan Pemohon II  telah

dikaruniai 4 (empat) orang anak; 

- Bahwa  itsbat  nikah  para  Pemohon  dimaksudkan  untuk  keperluan

administrasi Pendaftaran Haji; 

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan

menerima dan  membenarkan,  selanjutnya  para  Pemohon tidak  mengajukan

apapun lagi dan mohon penetapan;
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Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  penetapan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  para  Pemohon

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  permohonan  Pengesahan  Perkawinan/Istbat  Nikah

para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama

Unaaha selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak

ada  pihak  yang  mengajukan  keberatan  atas  permohonan  Pengesahan

Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini

dapat dilanjutkan pemeriksaannya; 

Menimbang,  bahwa  alasan  pokok  para  Pemohon  mengajukan

permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah

melangsungkan  pernikahan  di  Desa  Batara  Kecamatan  Labbakkang,

Kabupaten  Pangkep,  pada  tanggal  01  Juli  1983,  dengan  wali  nikah  ayah

kandung bernama Padu, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama

Beddu, dengan maskawin berupa sebidang tanah dan seperangkat alat sholat

dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Azwar

dan Rasyid, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan

Akta  Nikah  karena  pernikahan  tersebut  tidak  tercatat  di  KUA,  sementara

Pemohon I  dengan Pemohon II  sangat  membutuhkan  bukti  pernikahan  sah

untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  para

Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda

Penduduk  yang  dikeluarkan  oleh  Pejabat  yang  berwenang  sebagai  akta

autentik,  bermeterai  cukup,  telah  dicap pos (nazegelen),  dan cocok dengan

aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan

sebagai  akta  autentik  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan

mengikat,  maka berdasarkan bukti  yang menjelaskan bahwa Para Pemohon

berdomisili  diwilayah  hukum  Pengadilan  Agama  Unaaha,  sehingga  majelis
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menilai  bahwa Para  Pemohon berkualitas  sebagai  pihak dalam mengajukan

permohonan di Pengadilan Agama Unaaha;

Menimbang,  bahwa para  Pemohon telah  mengajukan bukti  P.3  berupa

fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan

Pemohon II  sebagai  ibu  rumah tangga yang dikeluarkan oleh  Pejabat  yang

berwenang  sebagai  akta  autentik,  bermeterai  cukup,  telah  dicap  pos

(nazegelen),  dan  cocok  dengan  aslinya,  maka  alat  bukti  tersebut  telah

memenuhi  syarat  formil  dan  materil  dan  sebagai  akta  autentik  memiliki

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti

P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II

selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri

yang  hidup  dalam satu  rumah  tangga  di  mana  Pemohon  I  sebagai  kepala

keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang,  bahwa  para  Pemohon  juga  telah  mengajukan  saksi-saksi

yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka

sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan

relevan  dengan  dalil-dalil  permohonan  para  Pemohon  serta  tidak  terdapat

halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan sulit menghadirkan saksi

yang hadir saat pernikahan berlangsung karena kejadian nikahnya terjadi pada

tahun 1980an di Sulawesi Selatan;

Menimbang,  bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut  hakim perlu

mengemukakan dalil  fiqh  tentang kedudukan keterangan kedua orang saksi

yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas  (syahadah

al-istifadah) sebagaimana disebutkan dalam kitab Fiqh Sunnah yang dijadikan

sebagai pendapat hakim;

Imam  Syafi’I  membenarkan  kebolehan  kesaksian  istifadah  (bersumber

dari  berita  yang  sudah  tersebar  luas)  dalam  masalah  nasab,  kelahiran,

kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi

hakim,  wakaf,  pengunduran  diri  seorang  dari  jabatan  hakim,  nikah  beserta

seluruh masalahnya dst.. (Fiqhussunnah jilid III, Hal 426) 

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang berkategori syahadah al-
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istihadah  atau  keterangan  yang  telah  tersebar  luas  di  masyarakat  dalam

perkara itsbat nikah ini, sehingga hakim menilainya sebagai bukti yang patut

untuk dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  para  Pemohon  dan  para

saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

 Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II

pada  tanggal  01  Juli  1983  di  Desa  Batara  Kecamatan  Labbakkang,

Kabupaten Pangkep, 

 Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Padu

yang  ijab  kabulnya  diwakilkan  kepada  Imam,  bernama  Beddu,  dengan

maskawin berupa sebidang tanah dan seperangkat alat sholat dibayar tunai,

dan dihadiri  oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Azwar dan

Rasyid;

 Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II

berstatus gadis;

 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga

atau  sesusuan  atau  hal  lain  yang  menghalangi  pernikahan  Pemohon  I

dengan Pemohon II;

 Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan

Pemohon I dengan Pemohon II;

 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah

dikaruniai empat orang anak;

 Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta

nikah para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  yang  diajukan  para  Pemohon  telah

memeberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya yang pada pokoknya

tidak mengetahui secara langsung proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon

II  akan  tetapi  kedua  saksi  mengetahui  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  adalah

suami istri  dan mengetahui  peristiwa nikah Pemohon I  dan Pemohon II  dari

orang-orang  kampung terdahulu,  selama pernikahan  para  saksi  mengetahui

bahwa tidak pernah ada yang menggangu gugat pernikahan tersebut dan telah

dikaruniai empat anak;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  maka

pernikahan  antara  Pemohon I  dengan Pemohon II  yang  dilaksanakan  pada

tanggal  01  Juli  1983  di  Desa  Batara,  Kecamatan  Labbakkang,  Kabupaten

Pangkep,  ternyata  telah  sesuai  dengan  Syari’at  Islam,  maka  pernikahan

tersebut  dianggap  telah  mememenuhi  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi

Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah

menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah

dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang

mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri,

hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-

lain;  sementara  pernikahan  Pemohon I  dengan  Pemohon II  meskipun telah

dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena

tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon

sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat

memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang,  bahwa  Hakim  perlu  mengetengahkan  dalil  dalam  Kitab

I’anatut  Thalibin  Juz IV  halaman 254 yang  selanjutnya diambil  alih  menjadi

pendapat hakim, berbunyi:

Artinya: “Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus

bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan

dua orang saksi laki-laki yang adil”;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  di  atas,

Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon

patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan

Pemohon II tersebut;
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya

perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan  pasal-pasal  dari  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mamma bin Manno) dan

Pemohon II (Renda binti Padu) yang di langsungkan pada tanggal 01 Juli

1983, di Desa Batara, Kecamatan Labbakkang, Kabupaten Pangkep; 

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian  ditetapkan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Unaaha pada hari Rabu, tanggal 13 Syawal 1442 Hijriyah bertepatan

dengan tanggal 25 Mei 2021 Masehi oleh A. Muh. Yusri Patawari. S.HI., M.H

sebagai Ketua Majelis, Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H dan Ahmad Zubair

Hasyim,  S.HI  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  penetapan  tersebut

diucapkan pada hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ansar, SH

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota 

Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H

Ahmad Zubair Hasyim, S.HI

Ketua Majelis,

A. Muh. Yusri Patawari. S.HI., M.H

Panitera Pengganti,
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Ansar, SH

Perincian biaya:

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 0,00

-  PNBP : Rp 10.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp              10  .000,00  

J u m l a h : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Unaaha

Drs. Safar, MH
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